
BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

JANGKA WAKTU PEI{YETORAN HASIL PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

a.

b.

c.

1.

2.

3.

4.

BUPATI LTIWU TIMUR,

bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas memungut dan/atau menerima
pendapa.tan daerah wqiib melaksanakan pemungutan
dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

bahwa dalam rangka menjamin efisiensi dan efektifrtas
pelaksanaan pembayaran dan penyetoran hasil
penerimaan Pendapatan Asli Daerah, perlu
menetapkan jangka waktu penyetoran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupa.ti tentang Jangke Waktu
P€ny€toran Hasil Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor'7 Tahun 2OO3 tentsng
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupa.ten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indorrcsia Tahun 2OOS Nomor 27,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indoneeia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5O49);
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O'
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (L.embaral Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan
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Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Neg9ri Nomor 21

Tah; 2011 tentang Perubahan lGdua Atas Peraturan

f,A"","ti Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang

il;; pengelolaan Keuangan Daerah_!{rita Negara

*i"ili* t"i"""s!aTahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daeratr Kabupa'ten Luwu Jrmrl 
Nomor 5

itff;'#"rm*:Un*,'*Xm
Daerah kbuntflllll"Ji, *"j*r"*n Luwu rimur
rambahan *-Y*-,;:;;' iJ.n' diubah-. dengan

ffi*
"ffi m= ff:' ffin*;xr*r 

kmbaran

Daerah KabuPaten l,,1
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Menetapkan

1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1l
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016
Nomor 11);

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 59 Tahun 2016

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2Ol7
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016

Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG JANGKA WAKTU

PEI.IYETORAN HASIL PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI

DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur'

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
- 

;;;;;t"h daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom'

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraarL urusan pemerintahan
- ;;h ;;;rintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut

asas otonomi aan tutas pembantuan dengan prinsip otglgTi seluas-

tu,."rry" dalam siste#aan p;nslp l"gq? Kesatuan Republik Indonesia

;;;;;*""" ai-"t""J a"r"* unaanlg-unaang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945'

4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur'

5. Pejabat ada-lah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
- 

a""."ft sesuai dLngan ketettluT t Peraturan perundang-undangan'

6. Kecamatan adalah wilayah keda Camat sebagai perangkat daerah

Kabupaten Luwu Timur'

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya d-is]ngkat SKPD

"al.r, 
perangkat Ja?t*' pada pemerintah daerah selaku pengguna

an ggaran / Pengguna barang
kontribusi wajib
tau badan Yang

dengan tidak
untuk kePerluan

dapat dikenakan

Pajak Daerah yang selanjutnya dis:but peiak adalah

kepada daerah y.rrg tt'-t't^ttg oleh orang pribadi a

;;ilil -;;;"t.* " berdasarkan Undang-Undang

-""J"p"*r. imbalan secara langsung dan digunakan

;;;;-;ct sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
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10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pqiak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpeial€n sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

11. Retribusi Daerah adalah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah
pungutan daerah s6lagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
kepala daerah untuk menampung selunrh penerimaan daerah dan
digunalen untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.

14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

15. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekaYaan bersih.

Pasal 5

BAB II
TATA CARA PEI\IYETORAN

Pasa] 2

(1) Hasil penerimaan pendapatan asli daerah disetor ke RKUD atau tempat
lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh
empat) jam.

12\ RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
y"rg -"t rp-"kan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 3

penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan cara :

a. disetor langsung ke RKUD oleh pihak ketiga;
b. disetor meLlui bank lain atau tempat lain yang ditunjuk Bupati; dan/atau
c. disetor melaiui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga untuk

selanjutnya disetor ke RKUD.

Pasal 4

Dalam hal atas pertimbangan kondisi dan geografrs, wajib pajak dan/ atau

wajib retribusi dapat t t"l.bini batas waktu penyetoran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 aYat (1).

(1) Atas pertimbangan kondisi dan geogralis sebagaimana dimaksud dalam-pJ- 
+, ,ttit *it"y.r, recamitan Burau, Kecamatan Ka'laena'

K;;.-"fu Angkona, kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Towuti

hasil penerimian pendaPatan asli daerah penyetorannya dapat

dilakukan setiaP 2 (dua) hari.



(2) Atas pertimbangan kondisi dan geogralis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, penyetoran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas
penggunaan Mess Pemerintah Daerah yang berada di Makassar, hasil
penerimaan pendapatan asli daerah penyetorannya dapat dilakukan
setiap 2 (dua) hari.

(3) Atas pertimbangan kondisi dan geografis sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 4, penyetoran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas
penggunaan Mess Pemerintah Daerah yang berada di Jakarta, hasil
penerimaan pendapatan asli daerah penyetorannya dapat dilakukan
setiap hari jumat bulan berjalan.

(4) Atas pertimbangan kondisi dan geografrs sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, penyetoran Retribusi Jasa Usaha Terminal dan Pelayanan
Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan, hasil penerimaan
pendapatan aeli daerah khususnya yang dipungut pa.da hari sabtu dan
minggu, penyetorannya dapat dilakukan pada hari senin berikutnya.

(5) Atas pertimbangan kondisi dan geogra.lis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, penyetoran hasil penerimaan pendapatan asli daerah yang
dipungut pada hari sabtu dan minggu, penyetorannya dapat dilakukan
pada hari senin berilortnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
P-ada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jangka waktu penyetoran Hasil penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Di Lingkungan pemerintah Kabupaten t u*u iimr.(Berita paerah Kabupaten t uwu timlur Tahun 2014 Nomor r+y, aicauui aandinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

XAET.IPATEIT U'WU TI tIiUR

TELAH DIPERIKSA

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.Agar setiap orang mengetahuinya, memerirsh** p".,g,rnda,,gan peraturan
^.^*.*Hffi..;r}*ruHf.Hffiffi ;rt;"-B.,ita6;;;:a;'ilu',,p.t",,,.,,*,

SEKDA

KABAN ?r!
.(ABID

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 14 Maret 2O1t
BUPATI LUWU TIMUR,

/ K.,sll3 l!-1

pada tanggal 14 Maret 2 017
SET(RET4BISj{ERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

BAHRI SULI

.THORIG HUSLER

{SISTEN

J ft*t f-

r@trrETIilI5
n

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2o17 NoMoR: 7
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
JANGKA WAKTU PEI{YETORAN HASIL PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

NOMOR REKENING KAS UMUM DAERAH

S?EUPEL PARAF XOONDIilASI
3EDAil PTT{SELSLAAII I(EUA}IGAX DAER'TH

Kf, :,4 i : -i.tf E!{ tUUrU TIilUR
. ' -: i'l

BUPATI LUWU TIMUR,

M . THORIG HUSLERI

I

I

?l<o
?.^g.l'- I ?h,.e.r.--^

?o

NO BANK PEMERINTAH
DAERAH

NOMOR REKENING ALAMAT

1
PT. Bank Sul Selbar
Cabang Malili

093.001.0000009.8 Kec. Malili

2 PT. Bank Sul Selbar
Kantor Kas Tomoni

093.001.0000009.8 Kec. Tomoni

3 PT. Bank Sul Selbar
Kantor Kas Soroako

093.001.0000009.8 Kec. Nuha

4 PT. Bank Mandiri Cabang
Sorowako

r52.OO.0563442.9 Kec. Nuha

5 PT. Bank Mandiri
Mitra Usaha Malili

152.OO .0563442.9 Kec. Malili

6 PT. Bank Mandiri
Mitra Usaha tana

152.OO.0563442.9 Kec. Mangkutana

7 Pl. BNI Cabang Pembantu
Malili

0087854 123 Kec. Malili

8 Pl. BNI Kantor Kas Soroako 0087854 123 Kec. Nuha

I Pl. BNI Kantor Kas Tomont oo87854r23 Kec. Tomoni
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